


Kebijakan Dan Akses Air Bersih
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bahwa jumlah balita ter-
Jjangkit diare pada bulan Jan-

uari 2005 seban 3.862
balita, Februari 2005 seban-

yak 4.125 balita dan pada
Maret 2005 sebanyak 3.700
balita. Selain penyakit diare
vang disebabkan oleh jelekn-

ya kualitas air yang dikon-
sumsi masyarakat, menurut

catatan WHO setidaknya ada.
20-30 macam penyakit yang
mikroorgan-

disebabkan oleh
isme yang hidup di dalam air.
Bahkan hampir 1.1 milyar
orang kekurangan air bersih
serta lebih dari 1 m or-
ang setiap tahun terfangkit
penyakit akibat mengkon-
sumsi air yang sudah terkot-
aminasi dan lebth dari tiga
juta diantaranya meninggal
setiap tahunnya, termasuk

sekitar dua juta anak-anak .

(WHO : 2006).
Berdasarkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri No 8
tahun 1998 bahwa idealnyva
kebutuhan air bersih/kk/
bulan minimal 10 meter ku-
bik. tapi keluarga miskin
vang lidak mempunyai akses
terhadap air bersih tidak
dapat memenuhi kebutuhan
minimal tersebut. Berdasar-
kan survei yang telah dilaku-

kan selama 5 tahun terakhir
dinyatakan bahwa pada saat
ini setlap KK dengan anggo-
ta § orang dan tidak memili-
ki akses sambungan air,
mereka hanya mampu meni-
kmati dan mengkonsumsi air

sekitar 2 meter kubik/bu-

lan. Hal ini berarti bahwa
masyarakat yang ada di In-
donesia belum bisa menik-
mali air bersih secara mini-
mal.

Seperti masyarakat per-
kotaan lainnya, andalan uta-
ma sebagian besar masya-
rakal Kota Bandung untuk
mendapatkan air bersih se-
hari-hari berasal dari Peru-
sahaan Daerah Air Minum
(PDAM). Sejak zaman kolonial
Belanda hingga tahun 1970-
an, kebutuhan air warga Kota
Bandung masih dapat ter-
penuhi. Bahkan, pasokan air
bersih dapat dintkmati ham-
pir semua warga kota lerus-
menerus selama 24 jam. Na-
mun, masa-masa indah itu
tinggal kenangan.

Seiring semakin tinggin-
ya tingkat pertumbuhan pen-
duduk serta pesatnya perlu-
asan kota, PDAM Kota Band-
ung saat ini baru mampu

melayani 60 persen dari to-
tal jumlah penduduk dalam
pemenuhan kebutuhan air
bersih. Artinya masih terda-
pat 1.254.036 jiwa mas-
yarakat kota Bandung yang
belum menda; distri-
busi air bersih, sehingga
mereka harus mencari sum-
ber air yang lain misalnya
dari sumur ataupun menda-
patkannya dari penjual air
keliling. Selain belum ter-
penuhinya pel PDAM
di daerah perkotaan, di daer-
bisa melayani sekitar 10%
rumah tangga. dan sisanya
dilayani oleh mekanisme
penyediaan sendiri (self-sup-
ply) vang disediakan oleh
masyarakat maupun rumah

tangga itu sendiri. (Indone-

sia, Averting an Infrastruc-
ture Crisis: A Framework for
Policy and Action: 2004)

Sebagian besar masya
rakal miskin perkotaan di
Kota Bandung tidak dapat
mengakses atau mendapat-
kan distribusi air dari PDAM.
Yang menjadi kendala bagi
masyarakat miskin dalam
mengakses air dari PDAM
vaitu karena faklor ekonomi,
ketersediaan jaringan serta
tanggapan dari pihak PDAM
sendir.

Masyarakat perkotaan
dan peri-urban mempunyai



keinginan yang cukup be-
sar untuk mendapatkan
akses air PDAM. Mereka
berharap dapat memper-
oleh sumber air yang lebih
bagus dan dengan cara
yang lebih nyaman daripa-
da yang mereka lakukan
saat inl. Namun, wujud ak-
ses air PDAM yang ada
dalam benak warga umum-
nya terbatas pada akses
langsung ke rumah atau
dengan menjadi pelanggan
indvidual. Jarang dijumpai
keinginan dalam bentuk
akses secara berkelompok.
(Diskusi ESP USAID dan
masyarakat, Mei 2008).
Masyarakat miskin se-
ring terlupakan dalam hal
pelayanan publik dan ka-
dang-kadang mereka hanya
menjadi "anak tiri” di neger-
inya sendiri, sehingga seke-
dar untuk mendapatkan hak
dasarnya saja mereka harus
membayar lebih mahal jika
dibandingkan dengan mas-
yarakat lainnya yang lebih
mampu. Padahal dalam UUD
1945 pasal 33 ayat 3 sendiri
telah disebutkan bahwa
bumi, air dan segala isinya
dikuasai oleh negara dan
sepenuhnya digunakan un-
tuk kesejahteraan rakyat.
Tapi pada kenyataannya,
mas t miskin saat ini
semakin sulit dalam menda-

patkan akses air bersih, ini
artinya bahwa tidak semua
t Indonesia dapat
menikmati air bersih. Ke-
adaan ini perlu mendapatkan
perhatian dari berbagai pi-
hak. agar t miskin
bisa mendapatkan haknya
untuk mendapatkan air ber-
sih. Ketidakmampuan mas-
yarakat miskin dalam men-
gakses air bersih telah
menyebabkan banyaknya
orang yang harus meninggal
dunia pada usia dini.
Dengan keadaan seperti
itu, pemerintah diharapkan
mampu memenuhi harapan
dari masyarakat yang selama
ini belum terpenuhi hak
dasamya yaitu untuk menda-
Jltkan akses air bersih.
paya yang dapat dilakukan
pemerintah yaitu dengan
menerapkan aturan-aturan
ataupun kebijakan-kebijakan
secara konsisten sesuai den-
gan ketentuan yang sudah
tercantum dalam aturan
tersebut. Selain itu, upaya
yang bisa dilakukan pemer-
intah yaitu dengan men-
ingkatkan alokasi anggaran
bagi pemenuhan kebutuhan
air bersih.

Penulis : Anggota Kel-
ompok Kerja Komunikasi
Air (K3A) dan Katurnagari
, tinggal di Bandung.
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